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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir ini penulis membuat sebuah kesimpulan, bahwa Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi belum mempunyai dasar hukum yang 

kuat terkait wewenang air tanah, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Melawi telah menjalankan perannya sebagai lembaga yang membantu urusan 

pemerintahan daerah khususnya terkait urusan lingkungan hidup. 

Setelah penulis menganilisa data penelitian, ditemukan bahwa dalam 

permasalahan mengenai perlindungan kualitas air tanah khususnya di 

Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi belum sepenuhnya diatur khusus 

oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi, maksudnya diatur secara 

khusus yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan oleh pemerintah 

daerah yang dapat membuat kepastian hukum terkait perlindungan kualitas air 

tanah di Kecamatan Nanga Pinoh. 

Kemudian setelah melakukan penelitian dan mewancarai beberapa 

Narasumber terkait air tanah, penulis menemukan bahwa faktanya di 

Kecamatan Nanga Pinoh kualitas air tanah mulai menurun, dan beberapa area 

sumber air tanah mulai hilang keberadaanya. Lebih lanjut menurut hasil 

penelitian penulis yang mewancarai salah satu Kepala Bidang di Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi bahwa untuk di Kecamatan Nanga 
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Pinoh belum ada dibentuk program-program yang dapat mencegah 

pencemaran terhadap sumber air tanah, serta belum ada program-program 

lembaga terkait air tanah yang memberikan perlindungan terhadap kualitas air 

tanah. 

Penulis menyadari bahwa memang saat ini sumber air tanah di Kecamatan 

Nanga Pinoh masih di kategorikan baik, namun di beberapa area kualitasnya 

mulai menurun, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk 

melakukan tindakan agar kualitas air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh 

kualitasnya dapat lebih baik lagi, dan dapat dinikmati dalam jangka panjang 

kedepan. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan mengolah data penelitian serta membuat 

kesimpulan, maka sampailah pada bagian saran ini. Penulis melihat peran 

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Melawi sudah sejalan dengan dasar-

dasar hukum yang ada, dan lembaga lainnya terkait yang juga berkewenangan 

terhadap perlindungan air tanah di Kecamatan Nanga Pinoh sudah menjalankan 

bagiannya masing-masing, namun penulis memiliki saran agar kedepannya 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Melawi membuat program-program 

khusus dan aturan khusus mengenai air tanah, agar keberadaan air tanah yang 

kualitasnya baik dapat terus terjaga di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten 

Melawi, Kalimantan Barat. 

Serta saran penulis untuk pemerintah daerah Kabupaten Melawi, dan 

lembaga-lembaga terkait terhadap keberadaan air tanah, kedepannya lebih 
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banyak berkoordinasi dan membuat program-program ataupun kebijakan yang 

melindungi keberadaan sumber-sumber air tanah, dan juga perlindungan 

terhadap kualitas air tanah yang ada saat ini di Kecamatan Nanga Pinoh, karena 

air tanah yang baik akan besar manfaatnya bagi kehidupan manusia, khususnya 

masyarakat di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. 
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